
34 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Manajemen Keuangan 

4.1.1 Definisi Manajemen Keuangan 

Menurut Kasmir (2010:5) Manajemen Keuangan adalah 

“Segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, 
dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.” 
 
Menurut Irham Fahmi (2018:2) Manajemen Keuangan merupakan 

“Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni 
yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana 
seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber 
daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi 
dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran 
bagi para pemegang saham dan suistainability (keberlanjutan) usaha 
bagi perusahaan.” 
 

4.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Kasmir (2010:13) mengemukakan pendapat bahwa tujuan manajemen 

keuangan antara lain: 

1. Profit Risk approach, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar 

mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan 

risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang 

besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Disamping itu, 

manajer keuangan juga harus terus melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap seluruh akitivitas yang dijalankan. Kemudian 

seorang manajer keuangan dalam menjalankan aktivitasnya harus 
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menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar profit risk 

approach terdiri dari: 

a. Maksimalisasi profit 

b. Minimal risk 

c. Maintain control 

d. Achieve flexibility (careful management of fund and activities) 

2. Liquidity and profitability, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan 

profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus 

sanggup untuk menyediakan dana (uang kas) untuk membayar kewajiban 

yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian manajer keuangan 

juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan perusahaan, sehingga 

mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer 

keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki 

termasuk pencarian dana serta mampu mengelola aset perusahaan 

sehingga terus berkembang, dari waktu ke waktu. 

4.2 Rumah Sakit 

4.2.1 Definisi Rumah sakit 

Menurut Fakhni Armen dan Viviyanti Azwar (2013:32) rumah sakit 

merupakan 

“Suatu sarana di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan baik 
di bidang medis maupun non medis dalam rangka meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat.” 
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 1992 TENTANG 

KESEHATAN mengemukakan pendapat bahwa rumah sakit merupakan 

“Suatu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya 
kesehatan dasar atau upaya kesehatan penunjang, dengan tetap 
memperhatikan fungsi sosial, serta dapat juga dipergunakan untuk 
kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” 
 

4.2.2 Bentuk-Bentuk Pelayanan Rumah Sakit 

a. Pelayanan Kesehatan RJ (Rawat Jalan) 

Wikipedia mengemukakan pendapat bahwa rawat jalan merupakan 

“Pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya 
tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.” 
 

b. Pelayanan Kesehatan RI (Rawat Inap) 

Wikipedia mengemukakan pendapat bahwa rawat inap merupakan 

“Istilah yang berarti proses perangkapan pasien oleh tenaga 
kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien 
diinapkan disuatu ruang tempat pasien dirawat.” 
 

4.3 Sistem dan Prosedur 

4.3.1 Definisi Sistem 

Mulyadi (2010:2) mengemukakan pendapat bahwa sistem adalah 

“Sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang 
lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu.” 
 
Menurut Wikipedia, sistem adalah 

“Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang 
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi 
atau energi untuk mencapai suatu tujuan.” 
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4.3.2 Definisi Prosedur 

Menurut Mulyadi (2010:6) prosedur adalah 

“Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 
dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang-ulang.” 

 
4.4 Piutang 

4.4.1 Definisi Piutang 

Wikipedia menyatakan bahwa piutang merupakan 

“Salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang 
timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemeberian kredit 
dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang 
telah disepkati .” 
 
Menurut Direktorat Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 

2010 Piutang rumah sakit adalah 

“Hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa, berdasarkan 
persetujuan dan kesepakatan antara rumah sakit dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak lain tersebut melunasi pembayaran atas jasa yang 
telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai 
dengan kesepakatan.” 
 

4.4.2 Jenis-Jenis Piutang Rumah Sakit 

Pedoman Akuntansi Rumah Sakit, menyatakan bahwa piutang pada entitas 

rumah sakit (hospital entity) di kelompokkan menjadi 2 jenis, antara lain: 

1. Piutang pelayanan (Service available), yang dibagi lagi menjadi 

a. Piutang jaminan sosial (Social security receivables) 

b. Piutang jaminan perusahaan (Company’s insurance receivables) 

c. Piutang asuransi (Insurance receivables) 

d. Piutang jaminan perorangan (Individual insurance receivables) 
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e. Piutang pasien dalam perawatan (Patient receivables) 

2. Piutang lain-lain 

a. Piutang pegawai/karyawan (employee receivable les) 

b. Piutang sewa (lease receivables) (ruang/tempat dan fasilitas) 

4.4.3 Prosedur Penagihan Piutang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penagihan adalah 

“Suatu proses, cara, perbuatan menagih; permintaan, peringatan dan 
sebagainya.” 
 
Menurut Syamsuddin (2007:273) cara pengumpulan atau penagihan 

piutang yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah: 

1. Melalui Surat 

Apabila waktu pembayaran hutang sudah lewat dari jatuh tempo, maka 

perusahaan dapat mengingatkan langganan tersebut bahwa hutangnya telah 

jatuh tempo dengan mengirimkan surat. Apabila hutang tersebut belum 

juga terbayar, maka dapat dikirimkan surat berikutnya dengan pernyataan 

yang lebih mempertegas. 

2. Melalui telepon 

Apabila setelah dikirim surat tagihan ternyata hutangnya juga belum 

terbayar, maka pihak perusahaan dapat menghubungi pelanggan secara 

pribadi dan memintanya untuk segera melakukan pembayaran, namun 

apabila hasil percakapan tersebut ternyata, misalnya, pelanggan 

mempunyai alasan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh pihak 

perusahaan, maka pihak perusahaan sebisa mungkin bisa memberikan 

keringanan waktu atau memperpanjang sampai jangka waktu tertentu. 
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3. Kunjungan Personal 

Melakukan kunjungan pribadi ke tempat langganan seringkali digunakan 

karena dianggap efektif dalam usaha-usaha penagihan dan pengumpulan 

piutang. 

4. Tindakan Yuridis 

Apabila pihak pelanggan tidak bisa membayar hutangnya, maka 

perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan 

mengajukan gugatan melalui pengadilan. 

4.4.4 Prosedur Penerimaan Piutang 

Menurut Mulyadi (2010:482) adapun cara penerimaan kas atas piutang 

adalah sebagai berikut: 

1. Melalui Penagih Perusahaan 

Penagihan dapat dilakukan baik oleh juru tagih perusahaan maupun oleh 

bank. Prosedur penerimaan piutang melalui penagih perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 

kepada bagian penagihan 

b. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan 

perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur 

c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan suatu pemberitahuan 

dari debitur 

d. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa 
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e. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang 

f. Bagian kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada 

debitur 

g. Bagian kas menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan oleh yang berwenang 

2. Melalui Pos 

Pengiriman melalui cek dengan cara memasukan cek ke dalam amplop. 

Prosedur penerimaan piutang melalui pos adalah sebagai berikut: 

a. Bagian penagihan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur 

pada saat transaksi penjualan kredit terjadi 

b. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan 

melalui pos 

c. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kas 

d. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting dalam kartu piutang 

e. Bagian kasa mengirim kuitansi kepada debitur sebagai tanda terima 

pembayaran dari debitur 

f. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan oleh yang berwenang 

g. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur 

3. Melalui Lock-Box Collection 
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Jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan yang 

memerlukan waktu perjalanan cek selama beberapa hari. 

Prosedur penerimaan piutang melalui loc-box collection adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur 

pada saat transaksi penjualan kredit terjadi 

b. Debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo 

dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di Kota 

terdekat 

c. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat 

pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan 

d. Bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri 

dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian 

sekretariat 

e. Bank mengurus check clearing 

f. Bagian sekretariat menyerahkan surat daftar pemberitahuan ke bagian 

piutang untuk mengkredit rekening pembantu piutang yang 

bersangkutan 

g. Bagian sekretariat menyerahkan surat daftar pemberitahuan ke bagian 

kasa 

h. Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal 

untuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas 
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4.5 BPJS 

4.5.1 Definisi BPJS 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan 

hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki 

tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

4.5.2 Sejarah BPJS 

Pada tahun 1949, Menteri Kesehatan (MENKES) yang menjabat pada 

masa itu yakni Prof.G.A Siwabessy mengutarakan sebuah ide untuk 

menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health 

insurance). Program tersebut hanya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

beserta keluarganya namun program tersebut dipergunakan oleh sebagian besar 

negara maju dan negara berkembang. 

Pada 1968, dibentuklah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan 

Kesehatan (BPDPK) berdasarkan MENKES No.1 tahun 1968 yang mengatur 

jaminan kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun termasuk keluarganya. 

Kemudian BPDPK berubah status menjadi BUMN yakni PERUM 

HUSADA BHAKTI (PHB) yang memberikan jaminan kesehatan bagi PNS, 

pensiun, perintis kemerdekaan, veteran beserta keluarganya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 PHB berubah 

status menjadi PT. Askes (Persero) dan pada bulan Januari 2005, PT. Askes 

(Persero) ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan 

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJMM)/Program Askesin sebanyak 60 juta 
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jiwa yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. PT. Askes (Persero) pun 

menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) 

bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam JAMKESMAS, ASKES, maupun 

asuransi milik swasta, tersebar lebih dari 200 Kabupaten/Kota yang berjumlah 6,4 

jiwa yang terdaftar sebagai peserta PJKMU. PJKMU merupakan Jaminan 

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dikelola oleh PT. Askes (Persero). 

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 yang menyatakan bahwa PT. 

Askes (Persero) ditunjuk oleh Pemerintah untuk merubah PT. Askes (Persero) 

menjadi BPJS Kesehatan. 

Maka dari itu, pada 1 Januari 2014 PT. Askes (Persero) bertransformasi 

menjadi BPJS Kesehatan. 

4.5.3 Klaim BPJS 

A. Pengertian Klaim 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) klaim adalah 

“Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak 
untuk memiliki/mempunyai sesuatu.” 
 

B. Kadaluwarsa Klaim 

1) Kadaluwarsa klaim atas pembiayaan pelayanan kesehatan oleh 

fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan maksimal 6 bulan 

setelah diberikannya pelayanan kesehatan 

2) Adanya pengecualian terhadap ketentuan pada point (1) antara lain: 

a. Kesepakatan antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan 

belum ditentukan 

b. Ketentuan atas penjaminan obat tertentu belum diatur 
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c. Jika fasilitas kesehatan melakukan pengajuan klaim melebihi 

dari ketentuan pada point (1), maka klaim tersebut tidak dapat 

diajukan kembali 

4.6 Prosedur Penagihan Piutang Pasien Rawat Inap dengan Jaminan 

Asuransi BPJS Pada RSUD Soreang 

4.6.1 Dokumen/Kelengkapan Berkas Pasien Rawat Inap 

Kelengkapan Berkas Pasien Rawat Inap dalam pengajuan klaim adalah 

sebagai berikut: 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 

Gambar 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
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2. Kartu Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kartu Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan 
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3. Nomor Antrian Pasien 

 

Gambar 4. Nomor Antrian Pasien 
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4. Lembar Surat Eligibilitas Peserta yang Ditandatangani oleh 

Peserta/Keluarga atau Cap Jempol Tangan Peserta 

 

Gambar 5. Lembar Surat Eligibilitas Peserta yang Ditandatangani oleh 

Peserta/Keluarga atau Cap Jempol Tangan Peserta 
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5. Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK) 

 

Gambar 6. Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK) 
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6. Surat Perintah Rawat Inap 

 

Gambar 7. Surat Perintah Rawat Inap 
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7. Laporan Tindakan, Prosedur atau Laporan Operasi 

Gambar 8. Laporan Tindakan, Prosedur atau Laporan Operasi 
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8. Hasil Pemeriksaan Pelayanan Penunjang 

 

Gambar 9. Hasil Pemeriksaan Pelayanan Penunjang 
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9. Kartu Piutang Rawat Inap 

 

Gambar 10. Kartu Piutang Rawat Inap 
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10. Berkas Individual Pasien 

 
Gambar 11. Berkas Individual Pasien 
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11. Formulir Pengajuan Klaim 

12. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan Klaim Biaya 

Pelayanan Kesehatan 

13. Berita Acara Serah Terima Klaim 

14. Surat Pernyataan Pemeriksaan Klaim oleh Tim Pencegahan Kecurangan 

(Fraud) Rumah Sakit 

15. Berita Acara Pengembalian Berkas Klaim 

4.6.2 Sistem Piutang BPJS di RSUD Soreang 

Sistem yang digunakan dalam proses penagihan piutang BPJS di RSUD 

Soreang menggunakan Sistem INACBG’s untuk mempermudah pengelolaan 

piutang sesuai dengan ketentuan dari BPJS Kesehatan. 

Sistem INACBG’S merupakan singkatan dari Indonesia Case Base 

Groups yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan 

klaim pada pemerintah. INACBG’S merupakan instrumen untuk menghitung 

pembayaran kepada rumah sakit dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit 

yang diderita pasien. 
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4.6.3 Bagan Alir Dokumen Administrasi Pasien Rawat Inap 

 
 

Gambar 12. Bagan Alir Dokumen Administrasi Pasien Rawat Inap 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang 
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Adapun rincian dari prosedur administrasi pasien rawat inap, antara lain: 

A. Pasien 

1. Pasien mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang 

2. Pasien melakukan pendaftaran 

3. Pasien menyiapkan kartu BPJS 

B. Petugas Pendaftaran 

1. Petugas mendaftarkan pasien

2. Petugas melakukan pengecekan atas persyaratan administrasi 

3. Petugas mencetak Surat Eligibilitas Peserta (SEP) 

4. Petugas menyiapkan berkas pasien 

C. Perawat 

1. Melengkapi data asuhan keperawatan 

D. Dokter 

1. Dokter memeriksa pasien 

2. Dokter mengisi resume medis, surat kelengkapan seperti operasi, 

Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK) dan dokumen lain yang 

harus dilengkapi 

E. Petugas Administrasi Ruangan 

1. Petugas Administrasi Ruangan menginput tarif tindakan (billing) 

ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen-Rumah Sakit 

(SIM-RS) 

2. Petugas mengecek kelengkapan berkas pasien rawat inap 
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3. Petugas mengumpulkan berkas administrasi pasien untuk 

selanjutnya diberikan kepada petugas rekam medis (Coder) di 

ruang klaim administrasi BPJS 
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4.6.4 Bagan Alir Dokumen Klaim BPJS Rawat Inap 

 

Gambar 13. Bagan Alir Dokumen Klaim BPJS Rawat Inap 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang 
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Adapun rincian prosedur di ruang klaim administrasi BPJS antara lan: 

A. Petugas Administrasi Ruangan 

1. Petugas Administrasi Ruangan menginput tarif tindakan (billing) 

ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen-Rumah Sakit 

(SIM-RS) 

2. Petugas mengecek kelengkapan berkas pasien rawat inap 

3. Petugas mengumpulkan berkas administrasi pasien rawat inap 

untuk selanjutnya diberikan kepada petugas rekam medis (Coder) 

B. Petugas Rekam Medis (Coder) 

1. Petugas Rekam Medis (Coder) menerima berkas dari petugas 

administrasi ruangan 

2. Petugas mengisi kode penyakit sesuai dengan diagnosa pasien 

3. Petugas menyerahkan berkas kepada petugas pemberkasan 

C. Penanggung Jawab Berkas (Pemberkasan) 

1. Petugas Pemberkasan menerima berkas dari petugas rekam medis 

(Coder) 

2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pasien rawat inap 

3. Petugas merapihkan berkas pasien rawat inap 

4. Jika berkas lengkap, selanjutnya petugas melakukan scan berkas 

5. Jika berkas tidak lengkap, petugas melakukan koordinasi dengan 

petugas administrasi ruangan

6. Petugas menyerahkan berkas kepada petugas entry PERDA 

(Peraturan Daerah) 
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D. Petugas Entry PERDA (Peraturan Daerah) 

1. Petugas entry PERDA menerima berkas dari petugas pemberkasan 

2. Berkas tersebut di entry oleh petugas ke dalam PERDA (Peraturan 

Daerah) sebagai bahan untuk insentif/jasa pelayanan 

3. Petugas menyerahkan berkas yang telah di entry PERDA kepada 

petugas entry INACBG’S (Indonesia Case Base Groups) 

E. Petugas Entry INACBG’S (Indonesia Case Base Groups) 

1. Petugas entry INACBG’S menerima berkas dari petugas entry 

PERDA 

2. Berkas tersebut di entry ke dalam sistem INACBGS (Indonesia 

Case Base Groups) sesuai dengan diagnosa pasien 

3. Petugas entry INACBG’S memberikan berkas tersebut kepada 

Verifikator Internal Rumah Sakit 

F. Verifikator Internal Rumah Sakit 

1. Verifikator Internal Rumah Sakit memeriksa kesesuaian diagnosa 

dan bukti klinis 

2. Verifikator Internal Rumah Sakit menggabungkan hasil dan berkas 

dengan Laporan Individual Pasien (LIP) 

3. Verifikator Internal Rumah sakit mengirimkan data klaim ke BPJS 

Kesehatan 

4. Verifikator Internal Rumah Sakit mengirimkan data txt klaim ke 

Verifikator BPJS 
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Dalam penagihan piutang, prosedur yang dilakukan oleh pihak Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang untuk melakukan konfirmasi pembayaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Melalui Surat 

Apabila waktu pembayaran sudah melewati jatuh tempo, maka pihak 

RSUD Soreang mengirimkan surat tagihan kepada BPJS Kesehatan yang 

bertujuan untuk mengingatkan pihak BPJS bahwa pembayaran harus 

segera diselesaikan. 

2. Melalui Telepon 

Apabila setelah dikirimkan surat tagihan ternyata pihak BPJS Kesehatan 

masih belum melakukan pembayaran, maka pihak RSUD Soreang akan 

menghubungi pihak BPJS Kesehatan secara pribadi dan memintanya untuk 

segera melakukan pembayaran. 

3. Kunjungan Personal 

Apabila setelah dilakukan upaya penagihan melalui telepon, pihak BPJS 

Kesehatan masih belum melakukan pembayaran, maka pihak RSUD 

Soreang akan melakukan kunjungan pribadi ke kantor BPJS Cabang 

Soreang untuk mendiskusikan tentang hal ini dan memintanya untuk 

segera melakukan pembayaran. 
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4.6.5 Bagan Alir Dokumen Penerimaan Piutang Pasien Rawat Inap 

 

Gambar 14. Bagan Alir Dokumen Penerimaan Piutang Pasien Rawat Inap 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang 
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Adapun rincian dari prosedur penerimaan piutang pasien rawat inap antara lain: 

A. Verifikator Internal Rumah Sakit 

1. Verifikator Internal Rumah Sakit memeriksa kesesuaian diagnosa 

dan bukti klinis 

2. Verifikator Internal Rumah Sakit menggabungkan hasil scan 

berkas dengan Laporan Individual Pasien (LIP) 

3. Verifikator Internal Rumah Sakit mengirimkan data klaim ke BPJS 

Kesehatan 

4. Verifikator Internal Rumah Sakit mengirimkan data txt klaim ke 

verifikator BPJS Kesehatan 

B. Verifikator BPJS Kesehatan 

1. Verifikator BPJS Kesehatan memverifikasi berkas dengan 

mengecek kesesuaian kode diagnosa dengan kelengkapan berkas 

penunjang 

2. Jika ada berkas yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan 

kepada verifikator internal rumah sakit untuk direvisi 

3. Jika berkas sudah lengkap maka verifikator BPJS Kesehatan akan 

mencetak Berita Acara (BA) hasil verifikasi. 

C. Penata Laporan Keuangan 

1. Penata Laporan Keuangan menerima laporan Berita Acara (BA) 

penyerahan berkas 

2. Penata Laporan Keuangan menerima Berita Acara (BA) hasil 

verifikasi 
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3. Penata Laporan Keuangan membuat surat pengajuan klaim BPJS 

4. Penata Laporan Keuangan membuat bahan untuk perhitungan jasa 

pelayanan 

4.6.6 Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Klaim 

a. BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi keterlambatan pembayaran 

tagihan klaim pelayanan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah 

yang harus dibayarkan untuk setiap 1 bulan keterlambatan secara 

proporsional 

b. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan, 

maka akan dihitung mulai pada hari ke-16 sejak Berita Acara (BA) 

kelengkapan berkas klaim dikeluarkan 

c. Secara proporsional untuk setiap hari kalender keterlambatan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

4.7 Hambatan RSUD Soreang Dalam Penagihan dan Penerimaan Piutang 

Pasien Rawat Inap dengan Jaminan Asuransi BPJS

4.7.1 Hambatan dalam penagihan Piutang Pasien Rawat Inap 

a. Tidak ada nama dokter atau tandatangan dokter didalam Surat Bukti 

Pelayanan Kesehatan (SBPK) 

b. Tidak ada kode diagnosa atau kode tindakan didalam Surat Bukti 

Pelayanan Kesehatan (SBPK) 

c. Berkas Pasien yang menumpuk di depan meja karyawan menyebabkan 

beberapa berkas yang telah dientry dan yang belum dientry tercampur 

d. Tidak ada laporan jumlah klaim BPJS per ruangan 
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4.7.2 Hambatan dalam penerimaan Piutang Pasien Rawat Inap 

a. Keterlambatan pembayaran piutang oleh pihak BPJS  

4.8 Upaya RSUD Soreang Dalam Penagihan dan Penerimaan Piutang 

Pasien Rawat Inap dengan Jaminan Asuransi BPJS

4.8.1 Upaya Dalam Penagihan Piutang Asuransi BPJS 

a. Terkait dengan masalah tidak adanya nama dokter atau tandatangan dokter 

pada Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK), maka berkas tersebut 

dikembalikan kepada dokter yang menangani pasien tersebut. 

b. Terkait dengan masalah tidak adanya kode diagnosa atau kode tindakan 

pada Surat Bukti Pelayanan Kesehatan (SBPK), maka berkas tersebut 

dikembalikan ke bagian coder 

4.8.2 Upaya Dalam Penerimaan Piutang Asuransi BPJS 

a. Melakukan konfirmasi melalui surat 

b. Melakukan konfirmasi melalui telepon 

c. Melakukan kunjungan personal 


